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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TERH ADAP PEMBAGIAN H ARTA BERSAMA 
MENURUT UNDANG-UNDANG NO MOR 1 T AHUN 197 4  DAN 

KOMPILASI H UKUM ISLAM 
(Study Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 570/Pdt.G/2003/P A. M dn) 

Oleh : 

ERNA SANDRA WATI 
13.8 40.0110 

Sebuah perkawinan yang dimulai da dilandasi rasa saling sayang dan cinta 
kasih antara kedua belah pihak suami dan istri. Disebutkan juga dalam Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan 
senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam 
kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari 
sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa 
berbagai akibat hukurn, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama 
dalam perkawinan. Pernbagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara 
tegas berapa bagian masing-rnasing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup 
maupun cerai rnati. Pasal 3 7 ayat ( 1) menyebutkan bilamana perkawinan putus 
karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-rnasing. 

Dalam penjelasan Pasal 3 7  ayat ( 1) ini ditegaskan hukum masing-masing 
ini ialah hukum agarna, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang 
bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Selain Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi 
Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana 
diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam 
peneltian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam 
putusan di Pengadilan Agarna Medan Propinsi Sumatera Utara dan hambatan­
hambatan Pelaksanaan Pernbagian Harta Bersama. Metode pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan 
dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil 

eneljtian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama dilakukan atas 
asar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

H ukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau 
isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan Iain dalam perjanjian 
perkawinan dan jika perkawinan putus, rnasing-masing berhak 112 (seperdua) dari 
barta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Kendala­

yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah 
ering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap, Seperti Bukti tulis 

( ertipikat SKT). 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita 

dengan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian 

diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun 
dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat 
suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan 

akibat hukurn, salah satunya adalah berkaitan dengan harta 
perkawinan. Pernbagian harta bersama menurut ketentuan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan 
berapa bagian masing-rnasing suami atau istri yang bercerai baik 

cerai rnati. Pasal 3 7 ayat ( 1) menyebutkan bilamana perkawinan 
perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-rnasing. 
Dalam penjelasan Pasal 3 7  ayat ( 1) ini ditegaskan hukum masing-masing 

hukum agarna, hukum adat dan hukum-hukum lainnya 
bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Selain Undang-Undang 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku 
Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana 

dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. 
Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti 

ini adalah: bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama 
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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pada dasarnya manusia mempunyai keinginan untuk mempunyai generasi 

atau keturunan. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya 

adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya 

cara guna membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan dan 

sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga. 

Sebuah perkawinan yang dimulai dan dilandasi rasa saling cinta dan kasih 

sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan 

berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan 

Undang-Undang Nomor l Tahun 1974, bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir 

bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Keluarga yang baik, bahagia lahir bathin adalah dambaan setiap insan. 

Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang 

bahagia, langgeng, aman, dan tentramsepanjang hayatnya. Perkawinan yang 

edemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang 

endukung terlaksananya perkawinan tidak sating menjaga dan berusaha 

rsama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Disamping 

juga ditunjukan untuk waktu yang lama. 

Sebuah perkawinan yang dimulai dan dilandasi rasa saling cinta 

antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan 

berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan 

Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan 

Undang-Undang Nomor l Tahun 1974, bahwa : "Perkawinan adalah 

bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Keluarga yang baik, bahagia lahir bathin adalah dambaan setiap 

demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah kel

bahagia, langgeng, aman, dan tentramsepanjang hayatnya. Perkawinan 
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Dimana pada prinsipnya perkawinan itu akan dilaksanakan hanya satu kali 

dalam suatu kehidupan seseorang. 

Setiap suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang 

sakinah, mawadah, warohmah. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah 

tangga yang sesuai dengan konsep islam ini adalah harta kekayaan yang 

merupakan zinatu al-hayat, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak 

bergerak bahkan maksud didalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual. 

Tak kala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta 

kekayaan itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. namun apabila rumah 

tangga mengalami kondisi yang sudah tidak harmonis lagi, maka kemungkinan 

timbulnya perselisihan dari pertengkaran cukup besar. seringkali bila perselisihan 

dimaksud tidak dapat diatasi out of control, peluang kondisi rumah tangga 

mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan 

broken marriage semakin besar. 

Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan 

akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam satu rumah tangga, 

dimana dalam ha! ini akibat hukumnya akan dititik-beratkan. Akibat hukum dari 

perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan 

selama dalam perkawinan. 

Deskripsi sederhana tentunya dilahirkan pertanyaan mengenai aturan hukum 

ang akan ditetapkan oleh lembaga peradilan bila para pihak datang dan ingin 

rnenyeiesaikan persengketaan tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini mencoba 

untuk menguraikan aturan hukum dimaksud sejalan dengan perjalanan sejarah 

uran perundang-undangan di Indonesia. 
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Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat 

beberapa Pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai 

dengan Pasal 37. Undang-Undang Perkawinan berikut diungkapkan :1 

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: 

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain. 

Pasal 36 Undang- Undang Perkawinan bahwa: 

1. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak. 

2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 

bendanya. 

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa : 

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing. 

Aturan - aturan Pasal tersebut pada dasarnya telah memberikan gambaran 

ang cukup jelas. Namun secara implisit apabila dianalisis lebih Janjut ternyata 

ungkapan pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan terungkap bahwa yang 

imaksud dengan "Hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum adat, 

dan hukum lainnya. memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan 

enjelasannya ternyata Undang-Undang Perkawinan itu tidak memberikan 

�eseragaman hukum. Positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama 

l I. Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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1. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak 

persetujuan kedua belah pihak. 

Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai 

bendanya. 

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa : 

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur 

hukumnya masing-masing. 

Aturan - aturan Pasal tersebut pada dasarnya telah memberikan 

cukup jelas. Namun secara implisit apabila dianalisis lebih Janjut 

ungkapan pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan terungkap 
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